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Menimbang

Mengingat

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
NOMOR ". 421.1/ EOg /DP/Bid. Eir{rets4't/2n'1'5

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 05 BATUNG TABA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG,

: a. bahwa Sekolah Dasar Negeri 05 Batung Taba Kecamatan Lubuk
Bega-lung telah memenuhi persy€rratan dalam penyelenggaraan
pendidikan.

b. bahwa dalam rangka legalitas penyelenggaraan pada tingkat pendidikan
dasar di Kota Padang, dipandang perlu menerbitkan kembali surat izlrl:r
operasional Sekolah Dasar ttegeri 05 Batung Taba, Kecamatan Lubuk
Begalung, Kota P-adang.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
tentang Izin Operasional Sekolah Dasar NegelrJ O5 Ralu:rg Taba-

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara ?ahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor a3O1);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenfukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaral Negara Tahun 2OlL Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 52341;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentzng Pemerintahan Daerah
(L,embaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l.embaran Negara
nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OI4 (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Iembaran Negara Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Ting!<at 11 ?adang'{rrrdoaran l{egara Tah-r.rn
1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang Standar Nasiona-l
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun ^?Cl6ls ^Ncrmor 47, Tanbaban
Lembaran Negara Nomor 44961, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 {kmbaran Negara Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota. {Lembaran Negara Tahun 2OO7
Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor a737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengeiolaan Dala
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23,
Tarnbahan l,embaran Negara Nomur 51tfj1, t*ftr€amrara tchh &utah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 {kmbaran Negara
Tahun 2010 Nomor ll2, Tambahan l,embaran Negara Nomor 5127\;

9- Peratural Menteri Pendidikan hlasional Nomnr l5 Ta-br:l 2010 tenrar:g
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten lKota
sebagaimana telah diubah dengan Perairrran Menteri Pendirtikan dan
Kebuda-vaan Nomor 23 Tahun 2Ol3;


